
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampun,g Timur dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
a. bahwa untuk singkronisasi terhadap tujuan 

penganggaran dan pelaksanaan kegiatan perlu 
dilakukan perubahan lampiran standar biaya masukan 
untuk memberikan kejelasan dan payung hukum 
terhadap belanja kegiatan yang akan dilaksanakan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR B. u TAHUN 2014 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben tukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

MEMUTUSKAN 

21. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 20 Tahun 
2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun Anggaran 2014; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 01); 

19. Peraturan Daerah Ka bu paten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 
19); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

Menetapkan 



SERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014, NOMOR : /( 

I WAYAN SUTARJA 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal ( o AP(L~ L 2014 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal \ Q - A~( ~ 2014 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 
2014. 

Pasal II 

Ketentuan Romawi V angka 10 dalam Lampiran Peraturan 
Bupati Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013, Nomor 05) 
diubah sehingga Lampiran tersebut berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

PasalI 



' 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

BIAVA 
No URAIAN SA TUAN T.A. 2014 

fRPl 
1 2 3 4 
10 10.1 Honorarium Pengarah Adrnin SIPKD OB 1,650,000 

10.2 Honorarium Penanggung Jawab Adrnin OB 1,600,000 
10.3 Honorarium Koordinator Admin OB 1,550,000 
10.4 Honorarium Ketua Admin Bidang Anggaran OB 1,550,000 

- 10.5 Honorarium Ketua Adrnin Bidang Penatausahaan OB 1,550,000 
10.6 Honorarium Ketua Admin Bidang Pelaporan OB 1,550,000 
10.7 Honorarium Admin SIPKD OB 1,500,000 
10.8 Honorarium operator komputer SIPKD pada SKPD dan Kecamatan OB 500,000 
10.9 Honorarium operator Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa OB 600,000 

V. STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR \\ TAHUN 2014 
TENTANG PERUBAHAN ATAS 1AMP1RAN PERATURAN 
BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 


